
Persetujuan/Tidak Menyetujui
No. SK :

Persyaratan

1. Jumlah umat memenuhi ketentuan

2. Mendapat persetujuan dari warga ldi ingkungan gereja

3. Surat keterangan kepala desa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Meminta daftar jumlah jiwa anggota gereja

2. Meminta dan memeriksa surat persetujuan dari warga sekitar

3. Meminta surat keterangan Kepala Desa setempat

4. Melakukan wawancara terhadap pihak yang terkait dalam gereja

5. Melakukan survey terhadap keberadaan gereja

6. Memberikan surat persetujuan/ tidak menyetujui kepada pihak gereja

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Setelah menerima permohonan dan dilakukan wawancara, serta melakukan survey maka persetujuan /tidak 

menyetujui dibutuhkan waktu selama 30 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Gereja

Pengaduan Layanan

Kantor Kementerian Agama Kota Ternate

Jl. Cengkeh Afo, Ternate Tengah, Kota ternate 97711 09213121345 

https://kemenagternate.id/

Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah 

Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara / Kantor Kementerian Agama Kota 

Ternate

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Senin, 25 Nov 2024 pukul 20:29. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

http://https://kemenagternate.id/
https://sippn.menpan.go.id
https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/8126351/kantor-wilayah-kementerian-agama-provinsi-maluku-utara/persetujuantidak-menyetujui


kemenagkotatte@gmail.com
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